BAB V
SIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Simpulan terhadap sinkronisasi kebijakan antar peraturan
perundang - undangan mengenai  permasalahan
penggelandangan termasuk kebijakan pidana
Pengaturan permasalahan penggelandangan di dalam berbagai

hukum positif yang ada di Indonesia tidak menghasilkan suatu

sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Isi dari
kebijakan yang mengatur mengenai permasalahan penggelandangan
ini pun sangat signifikan perbedaannya. Perbedaan tersebut dapat
dilihat dari tujuan dan manfaat yang saling bertolak belakang diantara
masing — masing peraturan perundang — undangan yang mengatur
permasalahan penggelandangan ini. Selain pertentangan yang terjadi

di dalam tujuan dan manfaat antara peraturan perundang — undangan,

permasalahan juga terjadi dikarenakan seluruh peraturan perundang —

undangan yang ada dan memiliki ketentuan pidana didalamnya tidak
menghasilkan suatu hal yang dapat membuat permasalahan

penggelandangan ini berkurang atau selesai.

Kemudian terdapat inkonsistensi di dalam peraturan perundang
— undangan yang mengatur mengenai permasalahan penggelandangan
ini. Terdapat juga penyimpangan dalam asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik dan benar yang telah diatur di dalam
Undang — Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan. Selanjutnya kebijakan pidana yang
mengatur mengenai permasalahan penggelandangan ini tidak sejalan
dan tidak mencerminkan isi dari Pasal 34 UUD 1945, UU HAM, UU
Kesejahteraan, dan Peraturan Pemerintah Tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis. Selain itu apabila ditinjau lebih dalam

lagi secara filosofis dan ideologis, dasar dari Negara Indonesia yaitu
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Pancasila juga bertentangan dengan Pasal 432 RKUHP sebagaimana
telah dirumuskan secara implisit di dalam sila ke — 2 dan sila ke — 5
yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan dan
inkonsistensi yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur permasalahan penggelandangan ini. Hal tersebut membuat
Pasal 432 RKUHP ini diskriminatif terhadap gelandangan, padahal
didalam rumusan pasal 432 RKUHP tersebut juga tidak dijelaskan
mengenai pengertian dan definisi sebenarnya dari gelandangan
tersebut. Selain itu perancangan Pasal 432 RKUHP juga menimbulkan
banyak pertanyaan yang seharusnya dapat terlebih dahulu dijawab dan
diselesaikan oleh pemerintah daripada langsung merancangkan pasal
mengenai penggelandangan ini, contohnya seperti : Apakah peraturan
perundang — undangan terdahulu yang menggunakan hukum pidana
dan  sanksi  pidana  dapat  menyelesaikan  permasalahan
penggelandangan ini? Kemudian, apakah penggunaan hukum pidana
dan sanksi pidana pada peraturan perundang — undangan terdahulu
memberikan jaminan permasalahan ini tidak muncul kembali dan
dapat berkurang di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia?
Yang terakhir adalah apakah peraturan perundang — undangan

terdahulu telah dijalankan secara efektif dan efisien?

5.1.2 Simpulan terhadap mengkualifikasikan gelandangan
sebagai suatu tindak pidana merupakan suatu kebijakan
yang tepat
Jadi menurut hemat saya, mengkategorikan penggelandangan

sebagai suatu tindak pidana merupakan hal yang sangat bersifat

diskriminatif, hal ini disebabkan penjelasan mengenai definisi
penggelandangan yang tidak jelas didalam Pasal 432 RKUHP. Selain
itu dalam menentukan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana

atau sering disebut dengan proses kriminalisasi, diperlukan suatu
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5.2.

perbuatan untuk memenuhi beberapa kriteria yang ada. Selain kriteria
kriminalisasi tersebut, terdapat juga faktor — faktor kriminalisasi yang
sangat perlu untuk diperhatikan, kemudian asas kriminalisasi yaitu
asas subsidiaritas yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya
ditempatkan sebagai senjata pamungkas (Ultimum Remedium).
Selanjutnya dilihat dari sisi nilai yang ada, rancangan peraturan ini
juga bersifat diskriminatif, hal tersebut dikarenakan menurut para elite
yang membuat peraturan ini, orang yang memiliki penampilan, gaya
berpakaian, gaya berdandan dan bau badan yang berbeda dengan elite
tersebut yang dihukum apabila mengganggu ketertiban umum.

Kemudian dalam hal kebijakan kriminal (criminal policy)
seharusnya pemerintah juga dapat menggunakan upaya non — penal
secara lebih efektif dan efisien di dalam menanggulangi permasalahan
penggelandangan ini. Hal tersebut dikarenakan penggunaan upaya
penal di dalam permasalahan penggelandangan ini juga tidak dapat
menjanjikan dan menjamin permasalahan penggelandangan ini tidak
terjadi lagi di kemudian hari. Mengingat juga politik kriminal pada
hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan
masyarakat (social welfare). Oleh karena itu diketahui juga bahwa
tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan
kriminal ialah : “perlindungan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat”.

Saran

5.2.1 Saran Simpulan |

Berdasarkan pada kesimpulan pertama, adapun saran dari
penulis adalah mempelajari dan meneliti lebih dalam terkait peraturan
perundang — undangan terdahulu yang telah mengatur permasalahan
penggelandangan ini yang juga menggunakan ketentuan pidana
didalamnya, misalnya adalah Pasal 505 Kitab Undang — Undang

Hukum Pidana dan juga beberapa ketentuan pidana didalam Peraturan
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Daerah. Hal yang perlu diperhatikan, dipelajari, dan diteliti lebih
dalam lagi misalnya adalah dalam praktik dan realita yang ada, pada
kenyataan di dalam praktiknya tidak ada jaminan pasti penggunaan
hukum pidana ini dapat menyelesaikan atau mengurangi permasalahan
penggelandangan yang ada. Selain itu, pada praktiknya atau secara
sosiologis ketentuan pidana didalam peraturan perundang — undangan
yang mengatur permasalahan penggelandangan ini tidak pernah
dijadikan pedoman dasar para aparat negara. Kemudian masih
terdapat cara — cara seperti usaha represif tanpa pidana misalnya razia
dan penampungan sementara untuk diseleksi yang dilakukan secara
lebih efektif oleh pemerintah dan para penegak hukum, usaha
preventif berupa penyuluhan dan bimbingan sosial, perluasan
lapangan kerja, bantuan sosial, dan peningkatan derajat pendidikan
dan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang rentan menjadi
gelandangan yang dilakukan secara lebih efisien oleh para pemerintah
dan para penegak hukum, dan yang terakhir usaha rehabilitatif berupa

pembangunan panti sosial di daerah — daerah tertentu.
5.2.2 Saran Simpulan 11

Berdasarkan pada kesimpulan kedua, adapun saran dari penulis
adalah pemerintah dapat menggunakan kebijakan kriminal berupa
upaya non — penal di dalam permasalahan penggelandangan ini, hal
tersebut dikarenakan upaya non — penal sama juga dengan upaya penal
yaitu merupakan suatu kebijakan atau upaya untuk mencapai
kesejahteraan sosial. Mengingat selain penggunaan sarana penal,
politik kriminal dapat pula dilakukan melalui sarana non penal /
prevention without punishment dan juga melalui sarana rehabilitatif
seperti yang telah dikemukakan diatas. Pemerintah juga dapat lebih
memaksimalkan upaya non — penal yang lebih bersifat kepada
tindakan pencegahan untuk terjadinya permasalahan
penggelandangan, maka sasaran utama pemerintah seharusnya adalah
menangani faktor — faktor kondusif penyebab terjadinya permasalahan
penggelandangan ini. Faktor — faktor kondusif itu antara lain berpusat
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pada masalah — masalah atau kondisi — kondisi sosial yang secara
langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan
para gelandangan di daerah — daerah rawan kemiskinan. Oleh karena
itu apabila dilihat dari kompleksitas permasalahan penggelandangan
yang ada, maka upaya non-penal ini menduduki posisi kunci dan
strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal yang dapat
digunakan guna menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan

penggelandangan ini.
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